
WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU 

NOMOR : 02.A TAHUN 2012 

TENTANG

PENETAPAN BESARNY A TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

DEiNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dipendang perlu menetapkan tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Baubau;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);



6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf 
Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 
Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
BAUBAU

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.

3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Baubau.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Baubau.

7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa sewa rumah sesuai dengan kedudukannya sebagai 
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.



Pasal 2

Pimpinan dan Anggi Dta DPRD diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan kedudukannya 
sebagai Ketua, Wak .il Ketua dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Besarnya Tunjangain Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai 
berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000/bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.750.000/bulan;

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.500.000/bulan.

Pasal 4

(1) Belanja tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada 
APBD;

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos DPRD.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Baubau Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Pasal 5

Pasal 6

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal / 5 2012

UBAU,

MZ AMIRULTAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, g 2012

Kir* ! I M C T A M C I !  I I M i r  l / C D  IA i fi.'.D

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

Drs. AHMAD, MM D.

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2012 NOMOR


